
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL 
NOMOR 05 TAHUN 2005 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH 
TINGKAT II TEGAL NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI 

PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TEGAL, 
 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal 
Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha 
Daerah telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan 
Keputusan Nomor 974.33-793 tanggal 20 Juli 1999 dan  telah 
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 
II Tegal Tahun 1999 Nomor 23 ; 

  b. bahwa besarnya tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1999 
khususnya untuk benih ikan sudah tidak sesuai lagi dengan 
keadaan sekarang sehingga perlu diubah ;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah 
Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1999 tentang 
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;  

 
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah ; 

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209) ;       

  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3685) ; 

  4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4048) ; 

 
 
 

5. Undang-undang ………. 
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.  5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389) ; 

  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) ; 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3258) ; 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3321) ; 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4139) ; 

 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 
Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Tegal 
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 
1991 Nomor 11 Seri D);  

 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 
Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 
1999 Nomor 23 );  

 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 
tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ; 

 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ; 

    
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL 
dan 

BUPATI TEGAL 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 3 TAHUN 1999 
TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA 
DAERAH. 

 
 
 
 
 

Pasal I ………. 
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Pasal I 
 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 
3 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 23) diubah sebagai berikut : 
 
1. Ketentuan Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf l diubah menjadi angka 1 sampai 

dengan angka 12 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 1 
 
 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal. 
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah.  
 3. Bupati adalah Bupati Tegal.  
 4. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 

retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama 
dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan 
atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta 
bentuk badan usaha lainnya . 

  6. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah 
Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 
disediakan oleh sektor swasta. 

 7. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi 
adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Daerah. 

 8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan 
Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 

 9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat 
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan 
atau denda. 

 10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat 
keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 

11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan 
mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan 
pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 
Retribusi Daerah. 

12. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan 
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut 
Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya.   

 
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  

Pasal 9 
 

(1)   Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai 
berikut : 

(2)  
 
 
 
 
 

b. benih  ……….. 
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b. benih ikan/per ekor : 
   
NOMOR 
 

JENIS IKAN UKURAN 1-3 
CM (Rp) 

UKURAN 3-5 
CM (Rp) 

UKURAN 5-7 
CM (Rp) 

1. Tawes 55 90 140 
2. Lele 65 120 200 
3. Nila 60 70 150 
4. Mujaher 55 65 100 
5. Karper 125 250 500 
6. Gurame 450 650 1.300 

 
 
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 14 
 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran 
retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 15 
 

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

 
5. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 16 
 

 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.  
 (3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 

diatur dengan Peraturan Bupati.  
 
6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 
     Pasal 17 
  
 Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Bupati. 
 
7. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 22 
 

 Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini 
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.  

 
Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
 
 
 
 
 

Agar ……… 
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal. 
 

 
 

                                                                            Ditetapkan di Slawi 
pada tanggal 11 Agustus 2005  

 
 
                                                                                                       BUPATI TEGAL, 
 
                 Ttd.  
 
                                                                                                     AGUS RIYANTO 
 
 
Diundangkan di Slawi 
pada tanggal 11 Agustus 2005 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, 
 
     Ttd. 
 
    MOCHAMMAD HERY SOELISTIYAWAN  
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL 
TAHUN 2005 NOMOR 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PENJELASAN  
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL 
NOMOR 05 TAHUN 2005 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  

DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG  
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH 

 
I. UMUM 
 
  Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 

1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah telah disahkan oleh Menteri 
Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 974.33-793 tanggal 20 Juli 1999 dan  telah 
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 
1999 Nomor 23.  

  Bahwa besarnya tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1999 khususnya untuk benih ikan sudah 
tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang sehingga perlu diubah.   

  Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu 
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi 
Penjualan Produksi Usaha Daerah.  

 
II. PASAL DEMI PASAL 
  
 Pasal I 
  Cukup jelas. 
 Pasal II 
  Cukup jelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


